BADAN INFORMASI
GEOQSPASIAL

RILIS

Satu Dekade Bhumandala Award, Mendorong Tata Kelola Data Spasial
Berkualitas untuk Indonesia yang Lebih Baik

Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali menggelar perhelatan Bhumandala Award 2024 yang
sekaligus sebagai peringatan ‘Satu Dekade Bhumandala Award"™ pada Senin, 4 November 2024.
Dengan mengusung tema Tata Kelola Data Spasial Berkualitas untuk Indonesia yang Lebih Baik,
penghargaan ini bertujuan mengapresiasi kementerian, pemerintah daerah, lembaga, serta
perorangan yang telah berkontribusi signifikan dalam mengembangkan dan menerapkan tata
kelola data dan Informasi Geospasial (IG) yang berkualitas demi mendukung pembangunan
nasional berbasis data yang akurat dan terpercaya.

Kepala BIG Muh Aris Marfai mengungkapkan bahwa penghargaan ini bukan sekadar apresiasi,
tetapi juga mendorong standar baru dalam penyelenggaraan IG yang efektif, transparan, dan
bermanfaat. Hal ini terbukti sejak diperkenalkan pada 2014, Bhumandala Award telah menjadi
motor penggerak bagi institusi pemerintah untuk terus meningkatkan penyediaan dan
pengelolaan IG.

“Penghargaan ini mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan
pelayanan publik yang berkualitas, seiring dengan implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2014
tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia,” terangnya saat .

Bhumandala Award 2024 mencakup empat kategori, yaitu Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan
Informasi Geospasial, Bhumandala Nama Rupabumi, Bhumandala Informasi Geospasial Batas
Desa/Kelurahan, dan yang baru diberikan tahun ini adalah Bhumandala Penyelenggaraan
Informasi Geospasial Tematik. Peserta Bhumandala Award berlomba untuk mendapatkan
penghargaan Bhumandala Kanaka (emas), Bhumandala Rajata (perak), Bhumandala Ariti
(perunggu), serta penghargaan khusus Bhumandala Nawasena untuk pendatang baru terbaik.

Proses penjurian dilakukan secara ketat oleh para ahli dari akademisi dan pemerintah, yang
menilai dari aspek pengelolaan simpul jaringan IG, nama rupabumi, IG tematik, dan batas
desa/kelurahan. Penjurian terbagi dalam beberapa tahap yang berlangsung sepanjang tahun,
mulai dari penilaian hingga seleksi final pada Oktober 2024.

Kepala BIG berharap, ajang Bhumandala Award dapat meningkatkan kesadaran tentang
pentingnya kolaborasi geospasial antarpemerintah. "Saya juga berharap, setiap instansi dapat
terus berinovasi dan mengoptimalkan potensi IG demi kesejahteraan masyarakat," tutup Aris
Marfai.



Sebagai informasi, Bhumandala Award adalah penghargaan tahunan yang diselenggarakan BIG
untuk menghargai pencapaian luar biasa dalam pengelolaan IG. Sejak dilaksanakan pada 2014,
Bhumandala Award telah menjadi simbol dedikasi pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan
IG di Indonesia.

PENERIMA BHUMANDALA AWARD 2024

1. Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial

No PENERIMA PENGHARGAAN PEN?BL':TRUGSAAN
Kategori Kementerian/Lembaga
1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kanaka
(PUPR)
2 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kanaka
3 | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kanaka
4 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kanaka
5 | Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Rajata
6 | Kementerian Pertanian (Kementan) Ariti
Kategori Pemerintah Daerah Provinsi
1 | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kanaka
2 | Pemerintah Daerah Provinsi D.l. Yogyakarta Kanaka
3 | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kanaka
4 | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Kanaka
5 | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Kanaka
6 | Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Rajata
7 | Pemerintah Provinsi Daerah Kalimantan Timur Rajata
8 | Pemerintah Daerah Provinsi Riau Avriti
9 | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Ariti
10 | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Avriti

Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten




STATUS

No PENERIMA PENGHARGAAN PENGHARGAAN
1 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Kanaka
2 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Kanaka
3 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Kanaka
4 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Rajata
5 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Rajata
6 | Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Rajata
7 | Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Rajata
8 | Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Avriti
9 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Ariti
10 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Avriti
Kategori Pemerintah Daerah Kota
1 | Pemerintah Daerah Kota Tangerang Kanaka
2 | Pemerintah Daerah Kota Bontang Kanaka
3 | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Kanaka
4 | Pemerintah Daerah Kota Manado Rajata
5 | Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Rajata
6 | Pemerintah Daerah Kota Magelang Rajata
7 | Pemerintah Daerah Kota Palembang Rajata
8 | Pemerintah Daerah Kota Bandung Ariti
9 | Pemerintah Daerah Kota Cimahi Avriti
10 | Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Ariti
2. Bhumandala Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik
No PENERIMA PENGHARGAAN PEN?SL'?ATRUGSAAN
1 | Peta Mangrove - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kanaka

Kehutanan (KLHK)




2 | Peta Rencana Detail Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Rajata
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

3 | Peta Kawasan Konservasi Perairan Skala 1:50.000 - Avriti
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

3. Bhumandala Nama Rupabumi

No PENERIMA PENGHARGAAN PEN?BL':TRUGSAAN

Kategori Kementerian/Lembaga

1 | Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Kanaka
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

2 | Pusat Hidro-Oseanografi, TNI Angkatan Laut Rajata

3 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Lingkungan Avriti
Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

1 | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kanaka

2 | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rajata

3 | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Rajata

4 | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Avriti

5 | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Avriti

Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten

1 | Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Kanaka

2 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Kanaka

3 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Rajata

4 | Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Rajata

5 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Ariti

Kategori Pemerintah Daerah Kota

1 | Pemerintah Daerah Kota Semarang Kanaka

2 | Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Rajata




STATUS

No PENERIMA PENGHARGAAN PENGHARGAAN
3 | Pemerintah Daerah Kota Cimahi Rajata
4 | Pemerintah Daerah Kota Banjar Atriti
5 | Pemerintah Daerah Kota Samarinda Avriti
Kategori Pihak Lain (Organisasi/Perorangan)
1 | Komunitas Jelajah Gunung Bandung Kanaka
2 | Prof. Dr. RMT. Multamia Lauder Kanaka
3 U_niv_ersitas Muhammadiyah Malang - Fakultas Ekonomi dan Rajata
Bisnis
4 | Dr. Fajar Erikha, S.Psi., M.Hum Rajata
5 | Dr. Nani Darheni, S.S., M.Pd. Avriti
4, Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan
No PENERIMA PENGHARGAAN STATUS PENGHARGAAN

Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

1 | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kanaka
2 | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Kanaka
3 | Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Rajata
4 | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Rajata
5 | Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ariti
Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten

1 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Kanaka
2 | Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Kanaka
3 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Rajata
4 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Ariti
5 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Ariti




No PENERIMA PENGHARGAAN STATUS PENGHARGAAN
Kategori Pemerintah Daerah Kota
1 | Pemerintah Daerah Kota Semarang Kanaka
2 | Pemerintah Daerah Kota Surabaya Kanaka
3 | Pemerintah Daerah Kota Cirebon Rajata
4 | Pemerintah Daerah Kota Banjar Atriti
5 | Pemerintah Daerah Kota Metro Ariti
5. Bhumandala Nawasena — Pendatang Baru Terbaik
STATUS
No PENERIMA PENGHARGAAN PENGHARGAAN

Kategori Kementerian/Lembaga

1 | Peta Rencana Rinci Wilayah Pertahanan Skala 1:50.000 - Nawasena IGT
Kementerian Pertahanan

2 | Peta Lahan Peternakan Skala 1:50.000 - Kementerian Nawasena IGT
Pertanian

3 | Kementerian Agama Nawasena Simpul Jaringan

Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

1

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Nawasena Simpul Jaringan

Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten

1 | Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Nawasena Simpul Jaringan
2 | Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Nawasena Simpul Jaringan
3 | Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan llir Nawasena Simpul Jaringan

Kategori Pemerintah Daerah Kota

1

Pemerintah Daerah Kota Malang

Nawasena Simpul Jaringan

2

Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Nawasena Simpul Jaringan




Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Mone lye Cornelia Marschiavelli

Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama
Telp: 0878-7028-4044

Email: mone.iye@big.go.id



mailto:mone.iye@big.go.id

